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PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

: bahwa dalam rangka penyelesaian kasus-kasus perbatasan Propinsi

Daerah Tingkat I Lampung dan guna kelancaran jalannya roda Peme

rintahan dan Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu membentuk

Tim Penyelesaian Kasus~kasus Batas Wilayah dengan suatu Kepu =

tusane

l. Undang-undang nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok~pokok Peme
rintahan di Daerah 3

2o Undang-undang nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Pro
pinsi Daerah Tingkat I Lampung

3« Undang-undang nomor : 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar
Pokokepokok Agraria 3

45 Undang-undang nomor : 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan =
Desa 3

5 Peraturan Daerah nomor : 10 tahun 1981, tentang Susunan Orga
nisasi dan Tata Kerja Stwilda. Tingkat I Lampung dan Sekre -
tariat DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung 3

6s Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 9 tahun 1981, tentang
Kerja sama dan penyelesaian perselisihan antara Desa/ Kelu =
rahan 3

Te Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 10 tahun 1984,tentang
Penetapan batas wilayah Desa/ Kelurahan j

MEMUTUSKATN

Membentuk Tim Penyelesaian Kasus~kasus Batas Wilayah  Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan keanggotaan  sebagai=
mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, /”’\\\\\\*

Kedua -

—

— S



Kedusa

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

TEMBUSAN

e

Tim bertugas memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Tekh~
nis yang akan melakukan penelitian, pengukuran dan pemasangan
patok batas wilayah,serta membantu penyelesaian kasus-kasus yang
timbul sebagail akibat penetapan batas~batas wilayah tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Guber =
nur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Segala pengeluaran sehubungan dengan kegiabtan-kegiatan Tim dibee
bankan pada AFBD. Tingkat I Lampung.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan kami :

l. Nomor : G/244/B.I/HK/1987, tanggal 14 Oktober 1987 ;
2. Nomor : G/356/BAPPEDA/HK/1988, tanggal 14 Desember 1988 ;
3¢ Nomor : G/329/B.,I/HK/1989, tanggal 14 Nopember 1989

]

dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau berten =
tangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan kKeten
tuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  akan

dirubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung,
31 = 12 « 1991
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disampaikan kepada yth

1, Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen,PU0OD, di Jakarta.

2o Sdr. Ketua DPRD.Propinsi Dati.I Lampung di Bandar Lampungs

3¢ Sdre Para Anggota Muspida.Tingkat I Lampung di Bandar Lampunge

4o Sdr. Para Bupati/Walikotamadya Kdh.Tingkat II se Priapinsi Lampung.

5¢ Sdr. Kepala Inspektorat Wil/Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6¢ Sdr, Masing-masing anggota Tim di Bandar Lampung,
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KEANGGOTAAN DTN

Gubernur Kepala Daerah Tinglkat I Lampung.
1. vakil Gubernur Hepala Dsersh Tinglat I Lampung.
2 Bekretaris Wilayah/ Deerah Tingkat I Lampung.
3. Ketus Bappeda., Tingkat I Lempung,
hsisten I Gekretaris Wilayah/Dserah Tingkat I Lampunge
Kepala Birvo Bina Pemerintahen Umum.
Kepala Bapgian Bina Pengembangen Wilayah Biro Pemerintahan Unum.
1. Unsur Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilds, Tk. I Lampung.
2¢ Unsur Biro Binz Pemerintashan Desz Sebwilda, Tk, I Lampungs
3¢ Unsur Biro Hukum Setwilda, Tingket I Lampunsge
4. Unsur Biro Humas Setwilda, Tingkat I Lampunsge.
5 Unsur Dit., Sospol. Propinsi Lampung.
Ge Unour Korem 043 Garuda Hitane
7. Unsur Polwil 61 Lampunge
8¢ Unsur Kejoksaan Tinggi Lampung.
9. Unsur Henwil., BPFN. Prepinsi Lampung,
10, Unsur ¥anwil, Departemen Tranmigrasi Propinsi Lampunge.
11, Unsur Hanwil, Deparéemen Kehutanan Propinsi Lampung.
1Z. Unsur Kanwil, Departemen Penerasngan Fropinsi Lempunge.
13, Unsur Kanwil, Depetemen Sosial Fropinsi Lampunge
14, Unsur Pemerintah Daersh Tingkat II yeng terkait,
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

PROSEDUR TETAP PENYELESAIAN KASUS~KASUS BATAS
WIIAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I , PENDAHULUAN

le Umum

Dalam rangka menjaga kemungkinan terjadinya perselisihan/ sengketa
batas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang dapat mengganggu =~
stabilitas keamanan Nasional dan kelangsungan pelaksangan pembangunan

maka dengan tidak mengurangi fungsi, tugas dan tanggung jawab Dinas/ The
stansi terkait untuk penyelesaian kasus-kasus batas wilayah tersebut, di
pandang perlu untuk menyusun suatu prosedur telap penyelesaian kasus bas
tas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ILampunge

2 Dasar:

1, Undang-undang nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintan e
di Daerah

2, Undang-undang nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Da~
erah Tingkat I Lampung ;

3¢ Undang~undang nomor : 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok=po-
kok Agraria

4, Undangmundang nomoer : 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa 3

5¢ Peraturan Daerah nomor : 10 tahun 1981, tentang Susunan Organisasi . =
. dan Tata Kerja Setwilda. Tingkat I Lampung dan Sekretariat DPRD. Proe-
T pinsi Daerah Tingkat I Lampung

6s Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 9 tahun 1981, tentang Kerja sg
ma dan penyelesaian perselisihan antara Desa/ Kelurahah ;

T+ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 10 tahun 1984, tentang Penetap
an batas wilayah Desa/ Kelurahan g

8o Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal =
s Nomor : G/ /BeI/HK/ s tentang Pembentukan Tim
Penyelesaian kasus-kasus batas wilayah

3%»Tujuan:

Tujuan disusunnya prosedur tetap penyelesaian kasus~kasus batas wi
lgyah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ini adalah sebagai pedeman pelak
sanaan penyelesaian kasus batas wilayah baik yang terjadi didalam Prepin
si Lampung maupun bates wilayah Propinsi Iampung dengan wilayah Propin
si lain seocara terpadue

JI. Organisasi : coes
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II, ORGANISASI

l, Susunan Organisasi 3

Susunan erganisasi Tim penyelesaian batas wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung terdiri dari 3

ac Anggota tetap :

1l Unsur dari Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda.TkeI Lampung 3
2, Unsur dari Biro Bina Pemerintahan Desa Setwildao.TkoI ILampung ;
3¢ Unsur dari Biro Hukum Setwilda, Tingkat I Lampung 3

4o Unsur dari Biro Humas,Setwilda. Tingkat I Lampung
5¢ Unsur dari Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung ;

6. Unsur dari Bappeda. Tingkat I Lampung

Te Unsur dari Korem 043 Garuda Hitam ;

8, Unsur dari Kejaksaan Tinggi Lampung ;

9+ Unsur dari Polisi Wilayah 61 Lampung 3
10, Unsur dari Kanwil. BPN. Propinsi Lampung ;
11; Unsur dari Kanwil. Departemen Penerangan Propinsi Lampung 3

be Anggota tidak tetap 1 :

1l o Unsur dari Kanwil. Departemen Kehutanan Propinsi Lampung ;

e

2, Unsur dari Kanwil. Departemen Tranmigrasi Propinsi Lampung ;
3 ¢ Unsur dari Kanwil., Departemen Sesial Propinsi Lampung ;
4 o Unsur dari Pemda. Tingkat II yang terkait ;

Unsur anggota tidak tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus
batas wilayah yang menyangkut bidang instansinyae

ce Anggota tetap dan +tidak tetap disusun kedalam Tim Kecil terdiri dari:

1, Tim pencari data
2+ Tim penerangan/ penyuluhan
3o Tim Justisi 3

Cele Tim pencari data terdiri dari :

le Unsur dari Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda.Tk.I Lamp
2o Unsur dari Biro Bina Pemerintghan Desa Setwilda.Tk,I Lamp ;
3, Unsur dari Kanwil. BPN, Propingi Lampung 3

4o Unsur dari Bappeda. Tingkat I Lampung ;

5¢ Unsur dari Kerem 043 Garda Hitam

6e Unsur dari Pemda. Tingkat II yang terkalt ;

7o Unsur dari anggota tidak tetap sesuail dengan kasusnya 3

o2, Tim penerangan/penyuluhan terdiri dari :

lo, Unsur dari Kanwil. Departemen Penerangan Propinsi Lampung 3
2¢ Unsur dari Biro Humas. Setwilda. Tingkat I Lampung 3

3¢ Unsur dari Polisi 31 ecece
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3¢ Unsur dari Polisi Wilayah 61 Lampung 3

4 Unsur dari Dit, Sosial Politik Propinsi Lampung ;

5e¢ Unsur dari Dit. Bangdes. Propinsi Lampung 3

6o Unsur dari Korem 043 Garuds Hitam

7o Unsur dari Pemdae Tingkat II yang terkait j

8o Unsur dari anggota tidak tetap sesuai dengan kasusnya j
Co3¢.Tim Justisi terdiri dari :

l. Unsur dari Biro Hukum Setwilda, Tingkat I Lampung ;
2, Unsur dari Korem 043 Garuda Hitam ;

30 Unsur dari Kejaksaan Tinggi Lampung ;

4o Unsur dari Polisi Wilayah 63 Lampung

2o Tugas tiap-tiap Tim :

Untuk memperlancar pelaksanaan penyelesaian kasus batas wila-
yah Propinsi Lampung perlu diadakan pembagian tugas masing- masing
Tim yang tergabung dalam kesatuan tugas,

ag Tim pencari data @

1, Mempelajari surat penyerahan permasalahan dari Pemerintah e
Daerah Tingkat I Lampung dan lampiran~lamplirannya.

20 Menilai kasus tersebut masuk katagori perambah hutan, tapale
batas Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Propinsi, terkena Proyek =~
Pemerintah/ Swastae

3. Turun kelapangan mengecek kebenaran data yang telah adae

4, Melaporkan hasil temuan dilapangan kepada Ketua Tim untuk
langkah lebih lanjut,

bo Tim penerangan/ penyuluh 3

l¢ Memberikan penyuluhan kepzda masyarakat perambah hutan, ma =
syarakat yang bersengketa, masyarakat yang terkena proyek
Pemerintah/ swastae

2o Membantu mencari data tambahan dilapangan, selanjutnya melae
porkan kepada Ketua Tim,

36 Memonitor dampak kegiatane

Co Tim Justisi 3

1, Mempelajari hasil temuan dari Tim pencari data, menilai dari
segi hukum dan perundangan yang berlaku. ‘

2o Memproses dan mengajukan ke Pengadilan bila dipandang perlu
atas petunjuk Ketua Tim,

I1I. PELAKSANAAN FENYELESAIAN

11, FProsedur penyelesaian kasus 3

ao Setelah secara fungsional : e
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Setelah secara fungsional kasus batas wilayah tidak dapat disele=
saikan, maka atas permintaan Gubernur Kepala Daersh Tingkat I Lam
pung menyerahkan penyelesalannya kepada Dan Rem 043 Garuda Hitam-
mewakili Ketua Bakerstanasda.

Dengan sizin Ketua Bakorstanasda. Dan Rem 043 Garuda Hitam segera
mengadakan pertemuan dengan anggota tetap dan tidak tetap untuk
menjelaskan penyerahan penanganan penyelesaian kasus batas wila e
yah dan membentuk satuan tugase

Sesuai dengan kasus yang dihadapi, masing=-masing Tim satuan tugas
melaksanakan tugasnya antara lain j

l, Tim pencari data

l.le, Mempelajari penyerahan kasus batas wilayah.

lo2, Mempelajari proses sampal terjadinya kasus batas wilaysh.

1,30 Mempelajari langkah-~langkah yang telah dismbil oleh Dinas
/Instansi fungsional,

le4e Mempelajari dataedata kedus belah pilhak yang bersangkutan
atau perambah hutane

le5¢ Turun kelapangan untuk mengecek situasi dilapangan, '

1,6, Menyusun laporan hasil temuan dilapangan selanjutnya dila
porkan kepada Ketua Tim untuk mengambil langkah lebih lan
Jute

2, Tim penerangan/ penyuluhan :

241l Bersamaan dengan Tim pencari data turun kelgpangan.

Tim penerangan/ penyuluhan memberikan pengarahan kepada =
masyarakat perambah hutan/ yang bersengketa/ yang terkena
proyek pemerintah/ swastae

2¢24 Berussha mencari dan menampung aspirasi masyarakst dan =
meneari data tambahan untuk melengkapi data dari Tim penw
cari data,

203¢ Berusaha memberi penjelagan tentang pembangunan yang i e
laksanakan oleh pemerintah, hak dan kewajiban rakyat, ke~
sadaran berbangsa dan bernegara, tentang ganti rugi dan =
Undang~undang Dasar 1945,

2640 Penjelasan tentang kesadaran hukum masyarakat, manfaat hu
tan lindung bagi kehidupan, manfaat dibuatnya bendungan =
irigasi dan tentang hak dan kewajiban tranmigrasi dan lae
inmlaine

3¢ Tim Justisi @

3¢l Memberikan penjelasan tentang dasar—dasar hukum pelaksang
an program pembangunan, sanksi hukum bagi perambah hutane
dasar hukum dibuatnya proyek dan lain-laine

3626 Menyarankan ¢ gqesess
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3620 Menyarankan kepada Dan Rem 043 Garuda Hitam mewakili Ketua
Bakorstanasda, agar terhadap penduduk yang tidak mau melak
sanskan keputusan supaya diproses sesuai dengan ketentuan~

hukum yang berlakue

IV, PENGAWASAN

Meskipun penyelesaian kasus batas wilayah telah selesail, namun ma
gih perlu dilaksanakan pengawasane

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain 3

1, Secara fungsional masing-masing dinas/ instansi melaksanakan kegiate
an sesuai dengan keputusan yang diambil,

2, Unsur Dan Rem 043 Garuda Hitam dan Polisi Wilayah memantau dan melak
sanzkan kegiatan patreli menjaga keamanan dan juga ketertiban masyam
rakat baik dilokasi semula atau dilokasi yang baru.

Vo PENDARAAN

Pembiayaan kegiatan operasional Tim penyelesaian batas wilayah =
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dibebankan pada Pemerintah Propinsi =
Daerah Tingkat I Lampung, sesuai dengan kebutuhan,

Vie PENUTUP

Demikian prosedur tetap ini disusun sebagai pedoman dalam pelake
sanzal penyelesaian kasus batas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Iam =~
pungs Hal=hal yang belum ditetapkan dalam prosedur tetap ini akan ditew
tapkan kemudian secara persily

Telukbetung, 31 - 12 = 1901




